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ABSTRAK 
ANDI ANNISA TIARA MARINA  (B12112125) Tinjauan Yuridis Tentang 
Prosedur Dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel Di Kota Makassar 
(dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Muh. Hasrul).  
 Studi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan tata cara 
perizinan usaha hotel di Kota Makassar. Dan untuk mengetahui faktor 
pendukung dan penghambat perizinan usaha hotel di Kota Makassar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris 
dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penilitian. 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar Provinsi Sulawesi-selatan dengan mewawancarai 
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Kota Makassar Provinsi Sulawesi-selatan dengan mewawancarai 
Staf Bidang Usaha Pengembangan dan Pariwisata, serta salah satu 
pemilik hotel di Kota Makassar dengan mewawancarai Direktur Utama 
PT. Phinisi Seaside Hotel (Hotel Clarion Makassar). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur dan Tata Cara 
Perizinan Usaha Hotel di Kota Makassar yaitu (1) Pemohon harus terlebih 
dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui 
Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, (2) Mengurus 
izin teknis, (3) Mengurus dokumen lingkungan hidup, (4) Meminta 
rekomendasi dari Kantor Lurah dan Camat mengenai keberadaan hotel, 
(5) Kartu Tanda Penduduk pemilik hotel dan foto, (6) SKPD teknis Kantor 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar melakukan 
peninjauan lapangan terhadap berkas permohonan, (7) Penertiban 
pembayaran retribusi jika ada, (8) Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata. Faktor Pendukung yaitu: (1) Kemudahan dalam pengurusan 
izin, (2) Kemudahan pinjaman kredit dari bank, (3) Kota Makassar selaku 
salah satu sentra bisnis, perdagangan dan industri serta tujuan wisata. 
Dan Faktor Penghambat yaitu: (1) Ketidaklengkapan berkas permohonan 
perizinan oleh si pemohon, (2) Besarnya modal yang disiapkan oleh 
investor,  (3) Ketidaksesuaian antara berkas permohonan dan hasil cek 
investigasi oleh tim teknis di lapangan, (3) Faktor wilayah domisili hotel, 
(4) Faktor pelayanan dalam perizinan, (5) Faktor kecaman dari organisasi 
kemasyarakatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia 
adalah Negara hukum. Konsep Negara hukum diidealkan bahwa 
hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan 
kenegaraan. Hukum mencegah timbulnya kesewenang-wenangan, 
Thomas Aquinas berpendapat di dalam Negara diadakan Undang-
Undang Dasar atau Konstitusi yang mengatur dan membatasi 
tindakan-tindakan pemerintah yang sedemikian rupa.1 
Konsepsi Negara hukum yang dianut Negara Indonesia, 
berimplikasi pada peraturan tertulis dimana penyelenggaraan 
pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 
konteks pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (5). Pasal 
tersebut berisi muatan, bahwa Negara Indonesia dalam 
penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat 
untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah perlu 
menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan 
daerah khususnya terkait dengan perizinan, pembangunan daerah, 
dan pengendalian pembangunan. 
                                                          
1 Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, Hal 2 
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Semangat otonomi yang muncul dengan adanya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
menjadikan daerah memiliki kesempatan untuk memajukan 
pembangunan di daerahnya masing-masing. Pembangunan 
merupakan usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, 
pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada 
tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan 
keterkaitan aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek lingkungan 
masyarakat daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan. 
Negara Indonesia perlu kesiapan, tantangan dan kemajuan 
ekonomi diantara negara-negara ASEAN. Indonesia semakin 
tertantang untuk lebih terbuka dalam pergaulan ekonomi global dan 
terbukanya peluang investor untuk menanamkan modalnya di 
Indonesia. 
Pada kondisi seperti ini dapat menciptakan iklim positif karena 
membuka peluang masuknya investor asing di Indonesia. Hal ini 
dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan 
perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan 
pengembangan sumber daya manusia. Namun, kondisi tersebut dapat 
memunculkan bentuk eksploitasi yang besar karena Indonesia belum 
memiliki regulasi yang cukup mengikat sehingga dapat menimbulkan 
eksploitasi dengan skala besar, salah satunya terhadap ketersediaan 
sumber daya alam. 
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Banyaknya perusahaan asing di Indonesia merupakan dampak 
dari pemberlakuan dunia bisnis Internasional, penanaman modal 
asing mulai gencar di wilayah Indonesia. Investasi yang banyak 
diminati adalah suntikan dana segar pada bisnis-bisnis perhotelan dan 
apartemen. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, kota 
Makassar mengalami hal tersebut. Dapat dikatakan seperti terlihat dari 
tingkat pembangunan hotel yang semakin tinggi dan merupakan 
indikasi pemasukan daerah dalam rencana pembangunan Kota 
Makassar.2 
Kota Makassar sebagai kota terbesar di Sulawesi-selatan dan 
salah satu kota besar di Indonesia dengan perkembangan ekonomi 
yang sangat baik,  hal tersebut sangat didukung oleh perkembangan 
dan kemajuan di bidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha 
yang ingin mengadakan usaha dalam bidang usaha akomodasi hotel 
atau penginapan yang diperuntukan kepada orang-orang yang sedang 
melakukan perjalanan dan kegiatan berwisata. 
Salah satu usaha yang diminati oleh para inventor di Kota 
Makassar adalah kegiatan usaha akomodasi hotel dengan berbagai 
jenis fasilitas yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi 
para pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah 
Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
                                                          
2 Oka A Yoeti. Strategi Pemasaran Hotel. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004, hal 4. 
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Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan keterangan data dari 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, setelah otonomi 
daerah diberlakukan ada 12 jenis kewenangan di bidang perizinan 
pariwisata yang seluruhnya ditangani oleh pemerintah kota dari izin 
hotel berbintang sampai hotel melati, tempat rekreasi dan hiburan, 
restoran dan sebagainya. Hal ini terjadi karena gencarnya kemudahan 
berinvestasi dibidang pariwisata di Kota Makassar. Seiring dengan 
penyerahan 12 jenis kewenangan perizinan pariwisata ke pemerintah 
kota, hal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menarik investor 
khususnya dalam bidang industri pariwisata akomodasi hotel. 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar merupakan 
dinas yang berwenang menertibkan, mengendalikan hotel di wilayah 
Kota Makassar.  Berdasarkan kewenangan tugas yang dijalankan oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar adalah melakukan 
pengawasan terhadap kegiatan usaha hotel yang dikelola oleh pelaku 
usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan. 
Mengenai kewenangan pemberian izin ditentukan oleh kantor 
lembaga teknis pemerintah yaitu, Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Makassar (BPPT Kota Makassar) ditentukan dalam 
peraturan perizinan, yaitu pejabat atau aparatur pemerintah yang 
paling terkait dengan Izin Usaha Kepariwisataan. Pemberian izin 
usaha diberikan berdasarkan pada permohonan dengan memenuhi 
syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan 
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daerah yang berlaku di Indonesia. Melalui izin, pemerintah 
memberikan dua hal yaitu perlindungan dan fasilitas, sebelum pelaku 
usaha baik perorangan maupun berbadan hukum yang ingin 
mengadakan kegiatan usaha hotel, langkah awal yang harus 
ditempuh adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada 
pemerintah atau kepala instansi/dinas yang terkait, dalam hal ini 
adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar 
disertai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. 
Pemerintah Kota Makassar tidak mengatur secara jelas dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dalam peraturan tersebut paragrap 6 
usaha penyediaan akomodasi pasal 21 hanya menyebutkan salah 
satunya adalah hotel tetapi tidak menjelaskan mengenai tata cara 
perizinan usaha, sedangkan setiap tahunnya usaha akomodasi hotel 
ini terus mengalami peningkatan di Kota Makassar. Agar bisa 
mengoperasionalkan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha hotel 
harus memiliki izin kegiatan usaha biasanya dalam bentuk Surat 
Keputusan (SK), karena tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha 
pariwisata dalam bentuk apapun akan dianggap sebagai bentuk 
usaha atau kegiatan usaha yang illegal dan melanggar peraturan. 
Fungsi utama pemberian izin hotel berkisar pada penetapan 
apakah kegiatan operasional usaha hotel itu dapat dijalankan atau 
tidak. Penerbitan izin atau perpanjangan izin usaha hotel di Kota 
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Makassar merupakan bagian dari keputusan yang dilakukan oleh 
kepala lembaga teknis pemerintah Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPPT) Kota Makassar. Dalam setiap keputusan tersebut 
memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan 
bagi para pelaku usaha, yang apabila dilanggar akan mendapatkan 
sanksi.  
Dalam permohonan pemberian izin usaha hotel, tidak semua 
permohonan akan dikabulkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar 
dan BPPT Kota Makassar. Permohonan yang ditolak akan disertai 
oleh alasan-alasan kenapa permohonan tersebut ditolak, apakah 
syarat-syarat perizinan kurang lengkap atau perizinan yang tidak 
sesuai dengan semestinya, atau izin pembangunan yang menyalahi 
aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi pada 
kenyataannya masih terjadi proses pembangunan hotel yang tidak 
sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu kelengkapan izin maupun 
pembangunan yang menyalahi aturan dan pelanggaran-pelanggaran 
lainnya yang terjadi.  
Selain itu, semakin banyak pengusaha yang ingin memulai 
bisnis hotel di Kota Makassar, sedangkan lahan untuk pembangunan 
di Kota Makassar semakin sempit dan jumlah hotel baik itu hotel kelas 
melati satu sampai tiga dan hotel berbintang satu sampai lima telah 
banyak berdiri di Kota Makassar melalui persaingan perang tarif harga 
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hotel yang menjurus ke persaingan tidak sehat diantara para 
pengusaha hotel di Kota Makassar. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu bagi peneliti 
mengangkat penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur 
dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi masalah dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana prosedur dan tata cara perizinan usaha hotel di 
Kota Makassar? 
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat perizinan 
usaha hotel di Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui prosedur dan tata cara perizinan usaha hotel di 
Kota Makassar. 
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat perizinan 
usaha    hotel di Kota Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoritis,  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran pada bidang Hukum Administrasi 
Negara, dalam hal perizinan usaha hotel di Kota Makassar. 
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Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah 
literatur bagi dunia akademis. 
2. Secara Praktis,  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan para 
pengambil kebijakan dan para pelaksana dibidang Hukum 
Administrasi Negara, khususnya menjadi bahan informasi 
dan bahan pertimbangan perizinan usaha hotel di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi-selatan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kewenangan Pemerintah 
1. Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan 
a. Asas Legalitas 
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang 
dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan 
pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama 
bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Di dalam 
Hukum Administrasi Negara yang memiliki makna, “Dat het 
bestuuraan de wet is onderworpen” (bahwa pemerintah tunduk 
kepada undang-undang) atau “Het legaliteitsbeginsel houdt in dat 
alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten 
berusten” (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan 
yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-
undang).3 
H. D. Stout mengemukakan bahwa het beginsel van 
wetmatigheid van bestuur mengandung tiga aspek, yakni aspek 
negatif, aspek formal-positif, dan aspek materiil-positif. Aspek 
negatif menentukan tindak pemerintahan tidak boleh bertentangan 
dengan undang-undang.4 Aspek formal-positif menentukan bahwa 
pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang 
                                                          
3 Bachan Mustafa. Sistem Hukum Administrasi Negara. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010, Hal 91 
4 Bachan Mustafa. Op.cit, Hal 92 
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diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil-positif 
menentukan bahwa undang-undang aturan umum yang mengikat 
tindakan pemerintah.  
Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah 
harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara 
hukum, namun di dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-
beda antara satu negara dengan negara lain. 
Penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya 
kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan 
terjadi karena setiap orang yang berbeda dalam situasi seperti yang 
ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan 
berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam 
undang-undang tersebut. Sedangkan kepastian hukum akan terjadi 
karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan 
dilakukan pemerintah itu dapat dilamarkan atau diperkirakan lebih 
dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, 
maka pada asasnya dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan 
dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas 
legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang, dalam praktiknya 
tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat 
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dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa 
mengandung kelemahan-kelemahan. 
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: Efektivitas, artinya 
kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan;5 
1. Legimitasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan 
sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima 
oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang 
bersangkutan;  
2. Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa 
perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh 
melanggar hukum dalam arti luas;  
3. Legalitas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau 
keputusan administrasi negara yang tidak boleh di lakukan 
tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; bila 
sesuatu dijalankan dengan keadaan darurat, maka 
kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian 
tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di 
pengadilan; 
4. Moralitas, salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh 
masyarakat; moral dan ethik umum maupun kedinasan wajib 
dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, 
                                                          
5 Prajudi Atmosudirdjo. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. Gramedia. Surabaya. 2010, Hal 
96-97 
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kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan 
sebagainya wajib dihindarkan; 
5. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya 
dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya; 
6. Teknik dan teknologi, yang setinggi-tingginya wajib dipakai 
untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi 
yang sebaik-baiknya. 
b. Wewenang pemerintahan 
Substansi asas legalitas adalah wewenang, kemampuan 
untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.  
Mengenai wewenang itu, H.D. Stout6 mengatakan bahwa: 
Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di 
dalam hubungan hukum publik. 
Wewenang merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang 
secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada 
subjek hukum publik. Kewenangan pemerintah dalam hal ini 
dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, 
                                                          
6 Prajudi Atmosudirdjo. Op.cit, Hal 98 
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dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara 
pemerintah dengan warga negara.7 
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan 
Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas 
legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang 
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya 
sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-
undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara 
yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van 
Wijk/William Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:8 
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.  
b. Delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari satu 
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannnya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
 
 
                                                          
7 Prajudi Atmosudirdjo. Op.cit, Hal 99 
8 W.F. Prins & Kosim Adisoeputra. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Pradnya 
Paramita. Jakarta. 1982, Hal 102. 
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3. Wewenang Pemerintah Kota Makassar 
Menurut Peraturan Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menjelaskan bahwa 
Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan kepariwisata 
berwenang: 
a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan 
kepariwisataan Kota; 
b. Menetapkan destinasi pariwisata Kota; 
c. Menetapkan daya tarik wisata Kota; 
d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan 
pendaftaran usaha pariwisata; 
e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan 
di wilayahnya; 
f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan 
produk pariwisata yang berada di wilayahnya; 
g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; 
h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan 
dalam lingkup kota; 
i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di 
wilayahnya; 
j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan 
k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan. 
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B. Perizinan 
1. Pengertian Perizinan 
Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para 
pakar, terlebih dahulu dikemukakan istilah lain yang banyak 
memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan 
lisensi.9 
Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang 
membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang 
menolak perbuatan tersebut. Dispensasi bertujuan untuk 
menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak 
diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam 
hal khusus. 
Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk 
menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 
menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk 
menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. 
Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan 
pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali 
sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, 
tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada 
pemegang izin (konsesionaris) yang bukan pejabat pemerintah. 
Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, 
                                                          
9 Mr. J.B Ten Berge J.M. Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika. Jakarta, hal 2. 
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dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin menurut para 
pakar:10 
a. Ateng Syafruddin menyatakan bahwa: 
“Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal ini 
dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan 
larangan umum dalam peristiwa konkret”. 
b. Sjachran Basah menyatakan bahwa: 
“Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi 
satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret 
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
 
c. Bagir Manan menyatakan bahwa: 
“Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
memperolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu 
yang secara umum dilarang”. 
 
d. E. Utrecht menyatakan bahwa: 
“Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu 
perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja 
                                                          
10 Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, 
Hal 207 
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diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal 
konkret, keputusan administrasi negara yang 
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin 
(vergunning)”. 
Izin adalah salah satu instrumen yuridis yang paling banyak 
digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan 
izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para 
warga. Dalam arti luas, Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk 
dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan perundangan.11 Yang menjadi pokok pada izin (dalam arti 
sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali 
diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan 
yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan 
batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Penolakan izin hanya 
dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi 
atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberikan izin 
kepada semua yang memenuhi kriteria. 
 
 
 
 
                                                          
11 Mr. J.B Ten Berge J.M. Op.cit, hal 5. 
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2. Unsur-unsur Perizinan 
Dari pengertian di atas ini ada beberapa unsur dalam 
perizinan, yaitu:12 
a) Instrumen yuridis 
Pemerintah bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, 
dan menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi hal 
tersebut pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang 
pengaturan, yang pada akhirnya membutuhkan instrumen yuridis 
untuk mengahadapi peristiwa konkret individual dalam bentuk 
ketetapan. Ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya 
tidak dimiliki seseorang untuk memperkenankan sesuatu yang 
sebelumnya tidak boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan 
instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk 
menghadapi dan mengatur peristiwa konkret. 
Fungsi pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah harus 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini 
merupakan prinsip dari negara hukum. Pembuatan dan 
penerbitan ketetapan perizinan harus didasarkan kepada 
kewenangan yang dimiliki dan diatur melalui peraturan 
perundang-undangan. Tanpa dasar itu, perizinan menjadi tidak 
sah. 
 
                                                          
12 Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. Grafindo. Jakarta. 2009, Hal 25 
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b) Organ pemerintah 
Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan 
urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat 
daerah. 
c) Peristiwa konkret 
Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu 
tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum 
tertentu. 
d) Prosedur dan persyaratan 
Permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang 
ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain prosedur 
juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh 
pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan 
berbeda-beda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi 
izin. 
3. Fungsi Perizinan 
Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem 
perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai 
tujuan. Izin digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi 
para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna 
mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin 
berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, 
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perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu 
dijelmakan. 
Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada 
kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret 
menyebabkan keragaman pula dari fungsi izin ini, yang secara 
umum dapat disebutkan sebagai berikut:13 
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-
aktivitas tertentu, misalnya izin pembangunan.  
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).  
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin 
membongkar pada monumen-monumen). 
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di 
daerah padat penduduk). 
e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-
aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana 
pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). 
4. Bentuk dan Isi Perizinan 
 Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua 
izin. Demikianlah dalam izin dinyatakan organ pemerintahan mana 
yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. 
Selanjutnya dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan 
                                                          
13 Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Op.cit, Hal 30 
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apa yang mendasari pemberiannya. Kalau izin diberikan dengan 
syarat, syarat-syarat ini di cantumkan pula dalam ketetapan 
perizinan. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari 
keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai 
berikut:14 
a. Organ yang berwenang.  
Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya biasanya 
dari kepala surat dan penandatangan izin akan nyata organ 
mana yang memberikan izin. 
b. Yang dialamatkan.  
Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin 
lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, 
oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan 
pula kepada pihak yang memohon izin. 
c. Dictum.  
Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum 
harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu 
diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum 
yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dictum, yang 
merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban 
yang dituju oleh keputusan itu. 
 
                                                          
14 Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Op.cit, Hal 35 
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d. Ketentuan-ketentuan. 
Pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. Ketentuan ialah 
kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan 
yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin 
memberi, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih 
lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batas-
batas dalam waktu, tempat dan cara lain. Terdapat syarat, 
dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu 
digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari 
yang belum pasti, dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat 
penangguhan. 
e. Pemberi alasan.  
Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan 
ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum 
dan penetapan fakta. 
f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.  
Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang 
dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran 
ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin 
diberikan pada ketidakpatuhan mungkin saja juga merupakan 
petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak  dalam 
mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau 
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informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan 
dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari. 
Dari uraian diatas jelas bahwa, inti dari regulasi dan 
deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan prosedur 
perizinan. Untuk itu maka isi regulasi dan deregulasi haruslah 
memenuhi nilai-nilai : 
a. Sederhana. 
b. Jelas. 
c. Tidak melibatkan banyak pihak. 
d. Meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dengan 
pihak yang dilayani. 
e. Memliki prosedur operasional standar, dan wajib 
dikomunikasikan secara luas. 
dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan 
hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) 
dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak. 
5. Tujuan Perizinan 
Secara umum tujuan perizinan adalah pengendalian 
aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya 
berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik yang 
berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang.15 
                                                          
15 Andrian Sutedi. Op.cit, hal 195 
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Adapun tujuan Perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : 
a. Dari Sisi Pemerintah.  
Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah 
sebagai berikut: 
1) Untuk melaksanakan peraturan.  
Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam 
peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam 
praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur 
ketertiban. 
2) Sebagai sumber pendapatan daerah. 
Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung 
pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap 
izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi 
lebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula 
pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya adalah 
untuk biaya pembangunan. 
b. Dari Sisi Masyarakat 
Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah 
sebagai berikut : 
1) Untuk adanya kepastian hukum; 
2) Untuk adanya kepastian hak 
3) Untuk mudahnya mendapatkan fasilitas. 
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Suatu misal dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 
tujuan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini adalah untuk 
melindungi kepentingan pemerintah maupun kepentingan 
masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah. 
C. Prosedur Penerbitan Izin 
a. Permohonan 
Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak 
dengan sendirinya, melainkan terlebih dulu mesti ada permohonan 
dari seseorang atau suatu pihak tertentu. Sebagai sebuah 
keputusan dari badan/pejabat yang berwenang, izin lahir melalui 
serangkaian proses, yang dimulai dari permohonan yang kemudian 
di proses melalui serangkaian tahapan yang kadang kala begitu 
panjang. 
Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan 
secara tertulis, sering kali dengan mengisi formulir tertentu yang 
sudah disediakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin. 
Permohonan mesti di alamatkan kepada instansi 
pemerintahan yang berwenang menangani dan mengeluarkan izin 
yang dimohonkan itu. Setiap pemohon izin ketika mengajukan 
permohonan harus sudah memiliki pemahaman dan informasi yang 
memadai. 
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b. Penelitian, Persyaratan dan Peran Serta 
Pada tahap ini permohonan yang telah diajukan secara 
benar dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti halnya 
persyaratan administratif, biasanya kemudian di proses. Setelah 
mengisi formulir, diwajibkan mengikuti serangkaian pengujian atau 
tes tertentu. 
Menurut ketentuan, kadang kala perlu dilakukan pengecekan 
ke lapangan untuk maksud dan keperluan tertentu. Kadang kala, 
persyaratan administratif berupa dokumen tertulis, seperti gambar, 
denah, grafik, dan sebagainya yang dibawa oleh pemohon pada 
waktu mengajukan permohonan. Disamping pengecekan lapangan, 
bisa juga masih dilakukan konfirmasi data ketika izin di buat. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari kemungkinan kesalahan yang tidak 
diinginkan berkaitan dengan hal yang bersifat administratif itu. 
Untuk mendapatkan izin tertentu, pemohon diwajibkan 
memperoleh persetujuan dari warga sekitar kegiatan. Mengenai hal 
ini dapat dicontohkan dalam permohonan izin gangguan. Sebelum 
permohonannya diproses, pemohon izin diwajibkan meminta 
persetujuan dari tentangga tempat dilakukannya kegiatan yang 
dimohonkan izinnya, yakni empat orang yang masing-masing 
tinggal disebelah utara, timur, selatan, dan barat. Persetujuan ini 
dimaksud sebagai bentuk peran masyarakat terhadap pengambilan 
keputusan tersebut. 
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Apabila masyarakat dilibatkan dalam pengambilan putusan, 
pihak masyarakat sebenarnya secara langsung atau tidak langsung 
juga terlibat dalam pengambilan keputusan, sekalipun mengenai 
hal ini bukan berarti menafikan kewajiban-kewajiban pemegang izin 
setelah izin keluar. Sekaligus peran serta tersebut menjadi bagian 
dari proses demokrasi yang di dalamnya asas keterbukaan menjadi 
salah satu pilarnya. 
c. Pengambilan Keputusan 
Proses pengambilan keputusan sering kali dilakukan tidak 
dengan seketika melainkan melalui serangkaian proses. Ketika 
akan diambil keputusan, bukan semata-mata keputusan dari 
pejabat pemerintah yang menanda tangani izin satu orang belaka 
atau satu badan pemerintah. Sekalipun yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan izin beberapa pejabat secara berjenjang 
seperti itu, juga tidak dibenarkan bila semua yang mengerjakan 
pemprosesan permohonan izin tersebut lalu menanda tangani izin. 
Mereka bisa jadi hanya memberikan paraf. Cukuplah yang 
melakukan penandatanganan pejabat yang melakukan 
pengambilan keputusan akhir. Sebelum ditanda tangani oleh 
pejabat yang berwenang, penanganan izin dapat dikatakan masih 
dalam tahap persiapan. 
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d. Penyampaian Izin 
Penyampaian izin dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
misalnya melalui penyampaian langsung. Penyampaian izin juga 
dapat dilakukan dengan cara diumumkan terlebih dahulu melalui 
media. Selain itu, penyampaian izin juga dapat melalui via pos. 
e. Merangkai Produk Hukum dan Peraturan dalam Pembentukan 
Izin 
Berbagai produk hukum dan peraturan yang mesti 
diindahkan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan 
yang terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, peraturan daerah, 
peraturan kepala daerah, dan juga dapat berupa peraturan yang 
tidak termaksud kedalam peraturan perundang-undangan seperti 
misalnya peraturan kebijaksanaan. 
D. Izin Sebagai Sebuah Beschikking (Ketetapan Pemerintah) 
1. Pengertian Beschikking 
Beschikking (Belanda), kerap diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia sebagai surat keputusan, ketetapan, dan dalam 
undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut 
keputusan tata usaha negara (KTUN). Menurut W.F Prins16, 
beschikking adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak di 
bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah 
                                                          
16 W.F. Prins & Kosim Adisoeputra. Op.cit, Hal 52. 
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berdasarkan wewenang yang luar biasa. Utrecht17, berpendapat 
bahwa beschikking adalah suatu perbuatan publik bersegi satu 
(yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu 
kekuasaan istimewa).  
Menurut ketentuan dalam undang-undang tentang PTUN, 
beschikking atau KTUN merupakan Penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, yang berisi 
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, 
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan 
hukum perdata (Pasal 1, Ayat 3, UU PTUN) dapat dilihat unsur-
unsur yang membentuk pengertian itu, meliputi: 
a. Penetapan tertulis; 
b. Badan/pejabat tata usaha negara; 
c. Tindakan hukum tata usaha negara; 
d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. Konkret; 
f. Ditujukan kepada individu; 
g. Final; 
h. Akibat hukum; 
i. Seseorang/badan hukum perdata. 
                                                          
17 Sri Pudyatmiko Y. Op.cit, Hal 52. 
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2. Izin sebagai Beschikking (Ketetapan/Keputusan Tata Usaha 
Negara)18 
Maksud dari adanya penetapan dalam bentuk tertulis ini 
menurut pandangan pemerintah dalam pembahasan Rancangan 
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain 
untuk mempermudah dalam rangka pembuktian. 
a. Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha 
Negara.  
b. Izin kebanyakan dikeluarkan oleh badan atau jabatan 
pemerintah, atau oleh badan atau jabatan lain di luar 
pemerintah, tetapi sebenarnya dalam lapangan pemerintah. 
Dalam hal mengeluarkan izin, sebenarnya badan/jabatan 
tersebut melakukan fungsi yang ada dalam lapangan 
pemerintah, yaitu mengeluarkan ketetapan/keputusan tata 
usaha negara.  
c. Keputusan tersebut berisi tindakan Hukum Tata Usaha 
Negara.  
d. Tindakan hukum tata usaha negara dalam pasal ini 
dimaksudkan untuk membedakannya dengan tindakan 
dengan tindakan hukum perdata, tindakan hukum tata negara, 
dan tindakan hukum pidana sehingga dalam konteks 
ketentuan tersebut, aparatur pemerintah mengeluarkan 
                                                          
18 Sri Pudyatmiko Y. Op.cit, Hal 59 
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keputusan itu dalam kapasitasnya sebagai organ pemerintah, 
bukan sebagai subjek hukum perdata yang melepaskan 
kewenangan publiknya, juga bukan sebagai pejabat negara. 
3. Macam-macam Beschikking19 
Keputusan individual dari pemerintah (beschikking) dapat 
digolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Ada berbagai 
penggolongan yang dapat kita jumpai dari pandangan para sarjana 
dan akan dikemukakan penggolongan dengan berdasarkan hal-hal 
berikut: 
a. Keputusan membebani dan keputusan menguntungkan.  
Keputusan pemerintah ada yang bersifat membebani dan 
ada pula yang bersifat menguntungkan. Suatu keputusan 
dapat dikatakan sebagai keputusan yang menguntungkan bila 
bagi pihak yang dikenai keputusan itu akan mendapatkan satu 
atau lebih keuntungan. Dengan adanya keputusan itu, yang 
bersangkutan dapat memperoleh keuntungan tertentu. 
Sebaliknya, suatu keputusan dapat dikatakan sebagai 
keputusan yang membebani apabila keputusan yang 
dimaksud menimbulkan beban atau kewajiban-kewajiban 
tertentu pada pihak yang dikenai.  
Apabila pihak yang menerbitkan keputusan (organ 
pemerintah) dikatakan sebagai pihak pertama dan pihak yang 
                                                          
19 Sri Pudyatmiko Y. Op.cit, Hal 61. 
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dikenai keputusan sebagai pihak kedua. Jadi, izin dapat 
dikategorikan sebagai keputusan yang menguntungkan. 
b. Keputusan bersifat perorangan dan keputusan bersifat 
kebendaan.  
Keputusan pemerintah dapat digolongkan sebagai 
keputusan yang bersifat perorangan dan keputusan yang 
bersifat kebendaan. Keputusan dapat dikatakan bersifat 
perorangan kalau untuk menerbitkannya didasarkan pada 
kualifikasi subjeknya. Keputusan dapat terbit bila kualifikasi 
subjek yang akan dikenai keputusan itu memenuhi syarat. 
Karena dasarnya adalah kualifikasi subjek yang bersangkutan 
maka keputusan itu juga berkaitan erat dengan pribadi si 
subjek sehingga konsekuensi yuridisnya adalah keputusan 
tersebut tidak dapat di pindah tangankan.  
Sebaliknya, untuk keputusan yang bersifat kebendaan, 
lahirnya keputusan tidak didasarkan pada kualifikasi subjektif 
dari pihak yang dikenalnya. 
c. Keputusan positif dan negatif.  
Utrecht menyebut keputusan individual dengan istilah 
ketetapan. Menurut dia, ketetapan yang positif apabila 
menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi yang 
dikenalnya;setiap ketetapan yang menimbulkan keadaan 
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hukum (rechtssituatie) yang baru dan membatalkan ketetapan 
yang lain.  
Suatu ketetapan yang baru dan membatalkan ketetapan 
yang lama adalah suatu ketetapan yang positif karena disini 
suatu keadaan hukum yang lama diganti oleh keadaan hukum 
yang baru, yaitu timbul karena ketetapan yang lama 
dibatalkan. Suatu ketetapan yang negatif tidak mengadakan 
perubahan dalam suatu keadaan hukum tertentu yang telah 
ada. 
E. Izin Usaha Pariwisata 
Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan 
menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau 
mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana 
pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. 
Pengertian lain menyebutkan bahwa usaha jasa pariwisata adalah 
kegiatan usaha yang meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa 
pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata20 
Usaha perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat 
komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan 
pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk 
melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata terdiri 
dari: 
                                                          
20 Putra Wiyasa. Hukum Bisnis Pariwisata. Refika Aditama. Bandung, hal 7. 
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1. Jasa biro perjalanan wisata; 
2. Jasa agen perjalanan wisata; 
3. Jasa pramuwisata; 
4. Jasa konvensi, perjalanan intensif dan pameran; 
5. Jasa impresariat; 
6. Jasa konsultan pariwisata; 
7. Jasa informasi pariwisata;21 
Usaha di bidang kepariwisataan dapat merupakan usaha 
yang terbuka bagi penanaman modal asing dan penanaman modal 
dalam negeri dilaksanakan berdasarkan Peraturan yang berlaku. 
Jenis dan penggolongan usaha jasa pariwisata meliputi:22 
1. Usaha penginapan remaja dan pondok wisata; 
2. Usaha rumah makan dan bar; 
3. Usaha restauran; 
4. Usaha rekreasi dan hiburan umum; 
5. Usaha hotel dengan tanda bintang; 
6. Usaha hotel dengan tanda bunga melati; 
7. Usaha perjalanan; yang terdiri dari biro perjalanan dan agen 
perjalanan; 
8. Usaha wisata tirta; 
9. Usaha impresariat; 
                                                          
21 Putra Wiyasa. Op.cit, hal 9. 
22 Nyoman S. Pendit. Ilmu Pariwisata, sebuah pengantar perdana. Pradnya Paramita. Jakarta, hal 
32. 
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10. Usaha jasa pertemuan, konvensi, perjalanan intensif dan 
pameran; 
11. Usaha jasa konsultan pariwisata; 
12. Usaha kawasan pariwisata; 
13. Usaha objek pariwisata; 
14. Usaha jasa pramuwisata 
15. Usaha mandala wisata; 
16. Usaha jasa informasi pariwisata; dan 
17. Usaha perkemahan 
Izin pariwisata merupakan gabungan dari pengertian izin dan 
usaha pariwisata yang dapat disimpulkan sebagai suatu aturan 
tindakan atau aturan tentang bagaimana suatu usaha jasa 
pariwisata dijalankan dan dilaksanakan. 
Penggolongan usaha industri pariwisata pada prinsipnya 
digolongkan menjadi dua bagian yaitu yang utama langsung dan 
yang sekunder tak langsung. Yang utama langsung adalah semua 
perusahaan yang bertujuan khusus memberikan dan menyajikan 
segala kegiatannya bagi perkembangan kepariwisataan dan yang 
kehidupannya benar-benar tergantung pada kegiatan-kegiatan 
pariwisata, sedangkan yang sekunder tak langsung adalah 
perusahaan-perusahaan yang memandang bahwa kegiatannya 
dalam pariwisata merupakan sumber penghasilan tambahan 
baginya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum 
empiris, dengan bentuk penelitian deskriptif analisis yaitu dengan 
mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan dari hasil penilitian dan dilakukan dengan 
mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar Provinsi Sulawesi-selatan dan 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi-selatan. 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 
hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang 
terhimpun dari pihak yang terkait. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh 
dari hasil kajian pustaka, buku-buku, peraturan perundang-
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undangan, arsip atau data, serta bahan atau sumber lain 
yang menjadi factor penunjang dalam penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan, digunakan 
beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yaitu sebagai berikut: 
1) Studi Lapangan (field research). Penelitian lapangan 
dilakukan untuk memperoleh bahan hukum langsung. Studi 
lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: 
a. Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan bahan hukum yang 
sudah ada dan di dokumentasikan pada instansi yang 
terkait. 
b. Wawancara, yaitu cara memperoleh bahan hukum dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada 
responden. 
2) Studi Pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan 
dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan 
dengan membaca literatur, surat kabar, hasil kajian, undang-
undang yang akan dibahas atau pun melalui media elektronik 
yang ada sekarang ini. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya 
akan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif23 yaitu analisis 
                                                          
23 J. Moleong.  Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung : 2000, hal 133 
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yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran 
dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku 
sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan rumusan 
masalah penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Usaha Hotel di Kota 
Makassar 
1.   Gambaran Umum mengenai usaha hotel 
Kebijakan dalam pemberian izin usaha perhotelan 
sepenuhnya berada pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal 
Kota Makassar, yaitu Perizinan  Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang 
sekarang berubah nama menjadi Perizinan Terpadu Satu Atap 
(PTSA), dimana Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 
Makassar dalam hal ini berfungsi sebagai pemberian 
rekomendasi24 melalui kerja teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yaitu perangkat-perangkat pemerintah kota makassar yang 
bertanggungjawab dalam bidang kebudayaan dan 
kepariwisataan.25 
Hotel merupakan jenis usaha akomodasi yang menyediakan 
tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan 
pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis 
fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan 
minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan 
hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan 
                                                          
24 Hasil wawancara dengan Fajar Harianto, Staf Pengembangan Usaha Pariwisata, Kantor Dinas Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Tanggal 16 Desember 2015 
25 Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota makassar No. 5 tahun 2011 
tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
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bisnis dan perkantoran, fasilitas jasa layanan keuangan, fasilitas 
perbelanjaan, serta pengembangan fasilitas panunjang lainnya 
yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.26 
Menurut Staf Pengembangan Usaha Pariwisata, Kantor 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Bapak Fajar 
Harianto, menjelaskan bahwa Jenis usaha akomodasi sesuai 
dengan Pasal 21 ayat 1, Peraturan Daerah Kota makassar Nomor 5 
tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu:27  
a. Hotel; 
b. Penginapan; 
c. Pondok wisata; 
d. Cottage; 
e. Villa; 
f. Wisma; 
g. Perkemahan; 
h. Persinggahan/caravan. 
Jadi berdasarkan Perda tersebut, hotel merupakan salah 
satu bidang usaha penyediaan akomodasi. Arti usaha penyediaan 
akomodasi itu sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai usaha 
pariwisata, yaitu usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 
                                                          
26 Anak Suryo. Tata Cara Mengurus Izin Usaha. PustakaYustisia. Yogyakarta. 2008, hal 22. 
27 Hasil wawancara dengan Fajar Harianto, Staf Pengembangan Usaha Pariwisata, Kantor Dinas Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Tanggal 16 Desember 2015 
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bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 
pariwisata.28 
Sebagai usaha pariwisata, terhadap hotel wajib dilakukan 
pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha. Daftar usaha 
Pariwisata adalah daftar yang memuat hal-hal yang menurut 
ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh pelaku 
usaha.29 Tanda daftar usaha pariwisata adalah dokumen 
resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan 
oleh pelaku usaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha 
Pariwisata.30 
Pendaftaran usaha hotel tersebut mencakup pula pelayanan 
pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, 
penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang 
diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel yang 
bersangkutan. Jadi, apabila di dalam usaha hotel tersebut juga 
terdapat pelayanan pariwisata lainnya seperti jasa makanan dan 
minuman, maka jasa tersebut juga turut didaftarkan. 
 
 
                                                          
28 Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota makassar No. 5 tahun 2011 
tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
29 Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota makassar No. 5 tahun 2011 
tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
30 Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota makassar No. 5 tahun 2011 
tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
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2. Tata Cara Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Hotel) 
di Kota Makassar 
Menurut Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal 
Kota Makassar, Bapak M. Garibaldi, Tahapan pendaftaran usaha 
hotel di Kota Makassar atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada 
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar yaitu:31 
a. Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;32 
b. Pemohon selanjutnya mengurus izin teknis berupa: 
1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti 
bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah 
melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran 
perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Setiap perusahaan 
wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.33 Pendaftaran 
wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan 
yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang 
lain dengan surat kuasa. 
Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara 
mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan dengan 
                                                          
31 Hasil wawancara dengan M. Garibaldi, Staf Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar, Tanggal 16 Desember 2015 
32 Lihat Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Walikota Makassar No. 60, Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
33 Lihat Pasal 5 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan 
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melampirkan persyaratan. Penyerahan formulir dilakukan 
pada kantor pendaftaran perusahaan di tempat 
kedudukan kantor perusahaan atau di tempat kedudukan 
setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau 
kantor anak perusahaan (biasanya di kantor Kecamatan 
atah Kelurahan sesuai dengan domisili kantor tersebut). 
Jika perusahaan tidak dapat didaftarkan di tempat-tempat 
tersebut, karena misalnya tidak tersedia sarana 
pendaftarannya, maka pendaftaran dilakukan pada kantor 
pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat 
kedudukan perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan 
dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai 
menjalankan usahanya. 
Adapun persyaratan untuk mengurus Tanda Daftar 
Perusahaan adalah:34 
a) Mengisi formulir permohonan. 
b) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang 
berbadan hukum. 
c) Foto copy KTP pemilik/direktur utama atau 
penanggung jawab. 
d) Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 
e) Foto copy izin gangguan (HO) 
                                                          
34 Lihat Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Walikota Makassar No. 60, Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
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f) Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 
2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah 
persetujuan atau Izin yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk 
menggunakan bangunan atau ruang bangunan untuk 
kegiatan usaha. 
Adapun persyaratan untuk mengurus SITU 
adalah:35 
a) Surat Permohonan. 
b) Foto copy KTP. 
c) Surat Tanah Tempat Usaha atau Surat Perjanjian 
Tempat Usaha. 
d) Akta Pendirian Badan Usaha. 
e) Pas Foto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 2 (dua) 
Lembar. 
f) Surat Rekomendasi dari Camat. 
g) Materai Rp.6.000. 2 (dua) Lembar. 
h) Tanda Lunas pembayaran PBB tahun Terakhir. 
3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya 
disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan 
                                                          
35 Kian Goenawan, SH. Op.cit. hal 25 
45 
 
 
kegiatan usaha perdagangan. Untuk hotel dikenakan 
pengurusan SIUP Besar, yaitu wajib dimiliki oleh 
Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan 
bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha. 
SIUP dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) setempat atau sesuai dengan tempat 
kedudukan kantor perusahaan. 
Adapun persyaratan untuk mengurus SIUP 
adalah:36 
a) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan beserta 
Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada). 
b) Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan 
Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. 
c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung 
jawab atau Direktur Utama Perusahaan dengan 
menunjukkan aslinya. 
d) Surat kuasa apabila permohonan disampaikan melalui 
pihak ketiga.  
                                                          
36 Lihat Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Walikota Makassar No. 60, Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
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e) Foto copy izin gangguan dengan menunjukkan 
aslinya. 
f) Foto copy sertifikat kepemilikan tempat usaha yang 
telah dilegalisir pejabat berwenang. 
g) Apabila tempat usaha milik sendiri, harus dilengkapi 
dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari 
pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau 
bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) 
dan foto copy rangkap 1 (satu)). 
h) Pas foto berwarna Penanggungjawab atau Direktur 
Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (3 lembar). 
4) Surat Keterangan Izin Mendirikan bangunan (IMB). 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan 
yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik 
bangunan untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk 
hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga 
tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, 
sekaligus kepastian hukum.37 
                                                          
37 Kian Goenawan, SH. Op.cit, hal 56 
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Adapun persyaratan untuk mengurus IMB adalah:38 
a) Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan 
tanah yang sah. 
b) Gambar rencana bangunan 4 (empat) rangkap. 
c) Surat pernyataan pemohon lokasi kegiatan mendirikan 
bangunan tidak dalam proses sengketa hukum di 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara 
dan tidak dalam sita jaminan oleh instansi yang 
berwenang. 
d) Surat persetujuan tetangga diketahui oleh lurah 
setempat. 
e) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
f) Foto copy bukti pelunasan PBB. 
g) Surat keterangan oleh Lurah dan Camat. 
h) Foto diri pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) 
lembar. 
i) Berkas asli dokumen studi lingkungan (AMDAL / UKL-
UPL / SPPL dan / atau AMDALALIN) apabila dalam 
Advis Planning disyaratkan. 
5) Surat Izin Gangguan. 
Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha 
kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang 
                                                          
38 Lihat Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Walikota Makassar No. 60, Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
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berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, 
ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk 
kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat atau Daerah.39 
Adapun persyaratan untuk mengurus IMB adalah:40 
a) Mengisi formulir bermaterai cukup dan diketahui oleh 
lurah dan camat. 
b) Foto copy KTP yang masih berlaku 2 (dua) rangkap 
dengan menunjukkan aslinya. 
c) Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan 
tanah yang sah: - bukan milik sendiri harus dilengkapi 
dengan asli surat pernyataan tidak keberatan  dari 
pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau 
bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) 
lembar asli dan foto copy rangkap 1 (satu) – pemilik 
tanah meninggal dunia harus dilengkapi dengan surat 
keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris 
yang diketahui oleh lurah dan camat rangkap 2 (dua) 
atau keterangan dari Notaris bagi WNI keturunan 
dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris 
kepada pemohon yang mengajukan IMB (asli dan foto 
copy rangkap 1 (satu)). 
                                                          
39 Kian Goenawan, SH. Op.cit, hal 59 
40 Lihat Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Walikota Makassar No. 60, Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
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d) Foto copy IMB beserta gambar bangunan. 
e) Foto copy surat pernyataan tidak keberatan dari 
pemilik rumah dan/atau bangunan yang berhimpitan 
dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, 
RW, lurah dan camat setempat, sedangkan untuk 
daftar ulang permohonan izin gangguan tidak 
dikenakan persyaratan ini apabila nama pemohon, 
jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha tetap/tidak 
berubah dari keputusan izin yang lama. 
f) Foto copy akte pendirian Badan usaha beserta 
perubahannya jika berbentuk badan usaha. 
j) Foto copy berkas dokumen studi lingkungan 
lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL dan / atau 
AMDALALIN) apabila dalam Advis Planning 
disyaratkan. 
6) Akta pendirian PT atau CV (apabila si pemohon badan 
usaha).  
Sebenarnya dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 
2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun 
Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu, tidak mengatur secara detail tentang prosedur 
perizinan akan tetapi menurut Bapak Fajar Harianto 
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bahwasanya dalam hal perizinan, semua hal saling 
berkaitan karena untuk pengawasan dan pembinaan.41 
c. Selanjutnya pemohon mengurus dokumen lingkungan hidup 
yaitu UKP/UPL dan AMDAL. 
Adapun persyaratan untuk mengurus izin lingkungan 
adalah:42 
1) Formulir permohonan. 
2) Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). 
UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh 
penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib 
melakukan AMDAL.43 
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL harus 
melaksanakan UKL dan UPL. Kewajiban UKL-UPL 
berlaku bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan 
dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang 
tersedia. Ini merupakan perangkat pengelolaan 
lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar 
untuk menerbitkan ijin melakukan kegiatan. 
                                                          
41 Hasil wawancara dengan Fajar Harianto, Staf Pengembangan Usaha Pariwisata, Kantor Dinas Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Tanggal 16 Desember 2015 
42 Lihat Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Walikota Makassar No. 60, Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
43 Kian Goenawan, SH. Op.cit, hal 68. 
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Adapun persyaratan untuk mengurus UKL-UPL 
adalah:44 
a) Foto copy identitas pemrakarsa. 
b) Rincian rencana Usaha dan/atau kegiatan. 
c) Rincian dampak Lingkungan yang akan terjadi. 
d) Rincian program pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup. 
e) Tanda tangan dan cap. 
3) Surat Keterangan kelayakan lingkungan (SKKL) untuk 
AMDAL. 
AMDAL adalah keseluruhan proses yang meliputi 
penyusuan analisis mengenai dampak lingkungan bagi 
berbagai usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. 
Dengan kata lain amdal merupakan hasil studi mengenai 
dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang 
direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu 
kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan 
kewenangan lebih dari satu instasi yang bertanggung 
jawab.45 
Adapun persyaratan untuk mengurus AMDAL 
adalah:46 
a) Foto copy penanggung jawaban perusahaan. 
                                                          
44 Kian Goenawan, SH. Op.cit, hal 69. 
45 Kian Goenawan, SH. Op.cit, hal 69 
46 Kian Goenawan, SH. Op.cit, hal 71 
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b) Foto copy akta pendirian perusahaan. 
c) Foto copy surat izin perusahaan. 
d) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak. 
e) Foto copy Nomor Registrasi Pokok. 
f) Foto copy denah lokasi yang menimbulkan dampak 
lingkungan. 
d. Setelah pengurusan izin teknis (TDP, SITU, SIUP, IMB, dan 
Izin gangguan) dan dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL dan 
AMDAL) dilengkapi, selanjutnya pemohon meminta 
rekomendasi dari Kantor Lurah mengenai Keterangan Domisili 
(keberadaan) hotel tersebut yang diketahui oleh Kantor 
kecamatan. Jadi akan keluar 2 surat rekomendasi. 
e. Pemohon melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik 
hotel dan foto 3x4 sebanyak 2 lembar. 
f. Setelah poin a, b, c, dan d di atas terpenuhi, selanjutnya 
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar akan 
mengeluarkan surat pengantar ke tim SKPD teknis Kantor 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar untuk 
melakukan peninjauan lapangan terhadap berkas 
permohonan yang telah dikumpulkan di atas. 
g. Setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim SKPD teknis 
dari Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 
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Makassar, kemudian akan diterbitkan pembayaran retribusi 
jika ada. 
h. Setelah semua terpenuhi maka kantor Badan Perizinan dan 
Penanaman Modal Kota Makassar mengeluarkan penerbitan 
Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 
 
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Perizinan Usaha Hotel di 
Kota Makassar 
1. Faktor Pendukung 
a. Kemudahan dalam pengurusan izin membangun hotel 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Hotel Clarion 
Kota Makassar, Bapak Anggiat Sinaga47 mengatakan bahwa 
selama dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belakangan ini, untuk 
perizinan perhotelan telah mendapatkan kemudahan dan hampir 
tidak mengalami kendala.  
Dengan kemudahan ini menimbulkan banyak 
kesimpangsiuran mengenai jumlah hotel di Kota Makassar yang 
bahkan terdapat pembangunan hotel di wilayah yang bukan untuk 
peruntukan bisnis seperti sekitar perumahan. 
b. Kemudahan pinjaman kredit dari bank 
Dalam pembangunan hotel diperlukan modal yang cukup 
besar sehingga pemohon dalam hal ini akan melakukan pinjaman 
                                                          
47 Hasil wawancara dengan Anggiat Sinaga, Direktur Utama PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel (Hotel 
Clarion) Kota Makassar, Tanggal 18 Desember 2015 
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kredit ke bank untuk menunjang modal pembuatan tersebut. Ini 
juga sangat cukup memudahkan karena dalam hal peminjaman 
kredit pihak bank memberi kemudahan asalkan semua persyaratan 
dan berkas perizinan telah diperoleh. Bunga kredit dari perbankan 
yang sangat kompetitif yang dulunya hanya sekitar 11%, sekarang 
menjadi 17% sampai 80% yang sangat memudahkan investor 
untuk berinvestasi.48 
c. Kota Makassar selaku salah satu sentra bisnis, perdagangan 
dan industri serta tujuan wisata 
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Kota Makassar 
merupakan salah satu Kota terbesar di Indonesia Timur, yang 
merupakan pusat pengembangan bisnis, perdagangan dan industri 
serta pariwisata yang lagi berkembang pesat baik skala nasional 
maupun internasional sehingga banyak pengunjung baik dari 
manca negara maupun lokal menjadikan Makassar sebagai salah 
satu destinasi yang menarik karena di dukung oleh letak 
geografisnya yang merupakan pintu masuk ke Provinsi Sulawesi 
Selatan dan kawasan timur Indonesia dan letak Administrasi 
sebagai ibukota Provinsi.  
                                                          
48 Hasil wawancara dengan Anggiat Sinaga, Direktur Utama PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel (Hotel 
Clarion) Kota Makassar, Tanggal 18 Desember 2015 
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Hal ini berimbas dengan kebutuhan kamar dan penginapan 
hotel yang permintaannya semakin banyak sehingga harus di 
akomodasi oleh pihak investor hotel.49 
2. Faktor Penghambat 
a. Ketidaklengkapan berkas permohonan perizinan oleh si 
pemohon50 
1) Ketika pemohon mengajukan permohonan untuk 
mengurus/membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
di Dinas Pariwisata sering kali pada saat pengecekan 
kelengkapan persyaratan permohonan didapati ada salah 
satu persyaratan tidak/kurang lengkap yang menyebabkan 
permohonan tidak bisa di proses sebelum persyaratan 
berkas dilengkapi pemohon. 
2) Pemohon tidak mempunyai izin mendirikan bangunan atau 
IMB yang dimasukkan sedang bermasalah seperti 
penunggakan pembayaran Pajak dan sebagainya. 
3) Pemohon tidak mendapatkan izin AMDAL, salah satunya 
diakibatkan areal pembangunan hotel tidak memungkinkan 
untuk mendapatkan izin AMDAL tersebut. 
 
 
                                                          
49 Hasil wawancara dengan Anggiat Sinaga, Direktur Utama PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel (Hotel 
Clarion) Kota Makassar, Tanggal 18 Desember 2015 
50 Hasil wawancara dengan Fajar Harianto, Staf Pengembangan Usaha Pariwisata, Kantor Dinas Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Tanggal 16 Desember 2015 
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4) Terkendala di Izin gangguan. 
5) Pemohon tidak dapat menunjukkan Surat Izin Tempat 
Usaha. 
b. Besarnya modal yang harus disiapkan oleh investor 
Untuk memulai usaha hotel oleh investor dibutuhkan modal 
yang cukup besar yang bisa mencapai ratusan milyar. Hal ini 
menjadi kendala bagi investor yang mempunyai modal kurang dari 
kisaran harga yang ditetapkan, akan tetapi ditaktisi dan akan 
tertutupi dengan pinjaman kredit di Bank.51 
c. Ketidaksesuaian antara berkas permohonan dan hasil cek 
investigasi oleh tim teknis di lapangan.52 
Dalam hal ini pemohon terkadang melaporkan berkas 
tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, 
misalnya: 
1) Terdapat ketidaksesuaian antara data Izin Mendirikan 
Bangunan. 
2) Sertifikat tanah maupun pengurusan AMDAL yang 
ternyata tidak mendapatkan izin dari instansi terkait yang 
sebelumnya memasukkan berkas palsu ke dinas 
pariwisata. 
 
                                                          
51 Hasil wawancara dengan Anggiat Sinaga, Direktur Utama PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel (Hotel 
Clarion) Kota Makassar, Tanggal 18 Desember 2015 
52 Hasil wawancara dengan Fajar Harianto, Staf Pengembangan Usaha Pariwisata, Kantor Dinas Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Tanggal 16 Desember 2015 
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d. Faktor wilayah domisili hotel 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama 
PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel (Hotel Clarion) Kota 
Makassar, Bapak Anggiat Sinaga53 mengatakan bahwa di 
Kota Makassar banyak terdapat hotel yang lokasi 
pendiriannya berada bukan dalam lingkup wilayah bisnis, 
melainkan pembangunan dilakukan di wilayah sekitar 
perumahan. Hal ini akan menjadi kendala perizinan karena 
dari pihak terkait tentang perizinan tidak akan memberikan izin 
kepada pemohon untuk mendirikan hotel tersebut.54 
e. Faktor kemudahan dalam perizinan.  
Tingkat pelayanan oleh dinas pariwisata Kota Makassar 
masih kurang, meskipun pelayanan pemberian Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Perizinan telah sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan 
berdasarkan pelaksanaan pelayanan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), hanya saja masih terdapat kekurangan 
dalam pelayanan seperti tidak tersedianya sistem informasi 
yang diperlukan bagi pemohon serta sosialisasi yang masih 
kurang terhadap masyarakat.55 
                                                          
53 Hasil wawancara dengan Anggiat Sinaga, Direktur Utama PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel (Hotel 
Clarion) Kota Makassar, Tanggal 18 Desember 2015 
54 Hasil wawancara dengan Anggiat Sinaga, Direktur Utama PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel (Hotel 
Clarion) Kota Makassar, Tanggal 18 Desember 2015 
55 Hasil wawancara dengan M. Garibaldi, Staf Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar, Tanggal 16 Desember 2015 
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f. Faktor kecaman dari organisasi kemasyarakatan 
Dalam permohonan perizinan hotel kadang 
mendapatkan kecaman atau tidak disetujui oleh oraganisasi 
masyarakat dengan berbagai pertimbangan, salah satunya 
peruntukan hotel dianggap menimbulkan mudarat bagi 
masyarakat sekitar apabila hotel tersebut di bangun di area 
mereka.  
Masyarakat menganggap bahwa hotel tersebut 
kemungkinan besar akan dimanfaatkan sebagai tempat 
kegiatan untuk melakukan perbuatan asusila, peredaran dan 
pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta 
tindakan pelanggaran hukum lainnya.56 
 
  
                                                          
56 Hasil wawancara dengan M. Garibaldi, Staf Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar, Tanggal 16 Desember 2015 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Usaha Hotel di Kota Makassar 
yaitu (1) Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal; (2) Pemohon selanjutnya 
mengurus izin teknis berupa Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin 
Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, Izin Mendirikan 
Bangunan, Surat Izin Gangguan, Akta Pendirian / perubahan bagi 
yang berbadan usaha, (3) Mengurus dokumen lingkungan hidup 
yaitu UKP/UPL dan AMDAL, (4) Pemohon meminta rekomendasi 
dari Kantor Lurah dan Camat mengenai Keterangan Domisili 
(keberadaan) hotel, (5) Pemohon melampirkan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) pemilik hotel dan foto 3x4 sebanyak 2 lembar, (6) 
SKPD teknis Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 
Makassar melakukan peninjauan lapangan terhadap berkas 
permohonan yang telah dikumpulkan di atas, (7) Penertiban 
pembayaran retribusi jika ada, (8) Penerbitan Surat Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata (TDUP). 
2. Faktor Pendukung Perizinan Usaha Hotel di Kota Makassar yaitu: 
(1) Kemudahan dalam pengurusan izin membangun hotel, (2) 
Kemudahan pinjaman kredit dari bank, (3) Kota Makassar selaku 
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salah satu sentra bisnis, perdagangan dan industri serta tujuan 
wisata. Dan Faktor Penghambat Perizinan Usaha Hotel di Kota 
Makassar yaitu diantaranya: (1) Ketidaklengkapan berkas 
permohonan perizinan oleh si pemohon, (2) Besarnya modal yang 
disiapkan oleh investor,  (3) Ketidaksesuaian antara berkas 
permohonan dan hasil cek investigasi oleh tim teknis di lapangan, 
(4) Faktor wilayah domisili hotel, (5) Faktor pelayanan dalam 
perizinan, (6) Faktor kecaman dari organisasi kemasyarakatan 
 
B. Saran 
1. Diharapkan pelayanan oleh Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kota Makassar yang sudah terlaksana dengan baik dan telah 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, harus 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan kualitas serta kapasitas 
pelayanannya. 
2. Diharapkan instansi terkait untuk menambah dan memperbanyak 
sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya 
izin teknis dan izin lingkungan hidup bagi setiap 
usaha/perusahaan yang didirikan, khususnya dalam hal ini adalah 
jasa perhotelan. 
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